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Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada har Senin tanggal tiga .
puluh bulan Desember tahun dua ribu sembilan belas (30 - 12 - 2019) bertempat di

Purwokerio cleh dan antara:

I. SADIYANTO,5.KM, M.Kes., selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupalen Banyumas,
bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor
821.2/001/2016 tanggal 04 Januart 2016 tentang F'engangkatan Dalam Jabatan Kepala
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berkedudukan di Banyumas , karenanya sah
bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kabupaten Banyumas, selanjulnya
disebut " PIHAK PERTAMA"; dengan

I1. HERNINA AGUSTIN ARIFIN, SE, MM, AAAK selaku Kepala Badan Penyelenggara
Jaminan Scsial (BPJS) Kesehatan Cabang Purwokeito yang dalam hal ini bertindak
dalam jabatannya tersebul berdasarkan Kepuwusan Direktur Utama BPJS Kesehatan
Nomar : 0558/Peg-04/0419 Tanggal 22 Agril 2019, karenanya sah bertindak untuk dan
atas nama serta mewakili BPJS Kesehalan, selanjutnya disebut “PIHAK KEDUA",

Selanjuinya PIHAIC KESATU dan PIHAK KEDUA seczara bersama-sama disebut "PARA
PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebul "PIHAK".

PARA PIHAK lerlehih dahulu menerangitan hal-hal sebaga perikut:

A. Bahwa PIHAK KEGATU bermaksud untuk, melaksanakan kewajiban menyediakan
kepastian jaminan kesehatan sebagai salah salu kebutuhan dasar lidup yang layak bagi
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setap penduduk d wilayahnya sebagarmana damanatkan dalam program Sistem
Jamman Sosial Nas.onal berdasarkan Undang-Undang Nemor 40 Tahun 2004 tentang
Sisterr. Jaminan Sos:al Nasonal

Banwa Sstem Jaminan Sosar Nasional telan menetapkan PIHAK KEDUA sebaga
Padan Penyelenggara Jammar Scosial Kesehatan sebagamana diamanatkan oleh
Uncang-Undang Ncmor 24 Tahun 20171 tentarg Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial

dan peraturan pelaksanaannya

| S TR

dan sepaka! untuk mengkatkan din satu hepaca yang lan dalam Perjanpan Kerja Sama
Kepesertaan Program Jaminan Kesahatan Naswna' Bag Penduduk Yang Didaftarkan oleh
Pemenntah Kabupaten Banyumas (selanuinya disebut Peranpan’) dengan syarat dan
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai benkut.

PASAL 1
DEFINIS! DAN PENGERTIAN

Kecua apabida ditentukan lain aalam Penanpan i, istilah-istlah berikut memiliki pengertian

sebaga: benkut:

a Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah program jaminan kesehatan
berupa perindungan kesehatan agar Pecerta memperoleh manfaat pemeliharaan
kesehatan dan periindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang
diberkan vepada sehiap crang yang telah mernbayar luran Jaminan Kesehatan atau
luran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemenntah Pusat atau Pemerntah Daerah;

b Badan Penyelenggara Jaminza Sosizl Kesenatan yang selanjutnya disingkat BPJS
Kesehatan adzlah PIHAK KEDUA yaitu badan hukum publik yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Keszahatan,

c. Peserta adalah setiap orang termasuk crang asing yang bekera paling singkat 6
(enam) bulan di Indenesia, vang telah membayar wran Jaminan Kesehatan;

d  Peserla penduduk yang didafizrkan oleh Pemenniah Daerah adalah setiap orang yang
didaftarkan dan dibayarkar. wurarnya c'eh PIHAX KESATU untuk ditkutsertakan dalam
Jaminan Kesehatan,

e. Bayi Baru Lahir adalah bayi atau anak yang lahir dan Ibu Kandung yang telah terdaftar
sebagal Peserta Penduduk yang didaftarkan olech Pemenntah Daerah terhitung sejak
tanggal 18 Desember 2018.

f. Mutasi Peserta adalah perubahan data Pesarta meliputi penambahar atau
pengurangan jumlah Peserta Penduduk yanqg didaftarkan oleh Pemeiintah Daerah:

g. Rekonsiliasi adalah Pertemuan yang dilakukan cleh PARA PIHAK untuk melakukan
kegiatan menyandingkan data dan mengkonfirmasi data untuk mendapatkan
kesepakatan jumlah peserta Penduduk yang didaftarkan cleh Pemerintah Daerah
sebagai dasar penagihan iuran dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU yang
dibuktikan dengan berita acara yang diandatangam oleh PARA PIHAK;

h. Peserta Tambahan adalah Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU yang belum
termasuk dalam data awal Peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA,

. Manfaatl adalah faedah Jaminan sosia' yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota
xeluarganya;
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luran Jamman Kesehatan yang selanjutnya discbul luran adalah sejumliah uang yfang
dibayar secara teratur ofeh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA alas Jaminan
Kesehalan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA N
k. Identitas Peserta adalah Kartu Indonesia Sehal dalam bentuk Kartu KIS atau KIS digital
yang paling sedikit memuat rama dan nomor idenhtas Peserta BPJS Kesghatan yang
terintegrasi dengan Nornor Identitas Kependudukan (MIK) KTP-el dan dubenfian kn.epada
setiap Peserta penduduk yang dicaftarkan oleh Perncrintah Daerah sebagai bukti yang
sah untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku,
| Virtwal Accouni adalah nomor rekening virtual yang disediakan olesh PIHAK KEDUA
sebagai rekening tujuan dalam pembayaran iuran Jaminan Kesehatan dari PIHAK
KESATU kepada PIHAK KEDUA,
m. Fasilitas Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Faskes adalah fasilitas kesehatan
yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA untuk remberikan pelayanan kesehatan kepada
Peserta;
n. Pemeliharaan Kesehatan adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan,
pencegahan, penyembuhan dan pemuilihan kesehatan;
o. Pejabal yang dilunjuk adalah Pejabal yang diberikan kewenangan haik oleh PIHAK
KESATU atau PIHAK KEDUA.
p. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing vang bertempat tinggal di
Indonesia
q. Warga Negara indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-crang
' bangsa lain yang disahkan dengan undang-undarg sebagai Warga Negara Indonesia
r. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah rnomor identitas
Penduduk yang hersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang
lerdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
s. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda
Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai
bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Felaksana.
t. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atzu data agregat yang terstruktur
sebagai hasil dar kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
u. Dota Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan adalah Data
Kependudukan yang sudah dikensolidasikan dan dibersinkan oleh Kementerian yang
bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.

PASAL 2
. MAKSUD DAN TUJUAN

.

(1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan dasar hukum bagi PARA
PIHAK dalam melaksanakan pendaftaran dan pembayaran iuran kepesertaan program

Jaminan Kesehatan bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaien
Banyumas

(2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adzlah terwujudnya penyelenagaraan Jamipan
Kesehatan yang baik dan optimal bagi Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah

Kabupaten Banyumas yang dikelola oleh Badan Fenyele i ;
nggara Jamin
(BPJS) Kesehatan. yelengg an Sosial
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Ruang lingkup penan :
Penduduk yang Didaftarkan oleh Pemerintah Ka

~  PASAL3
RUANG LINGKUP

ian ini adalah penyelenggaraan Program Jaminan Kesei:latan bagi
bupaten Banyumas, yang meliputi;

a. Kepesertaan
b. Pembayaran iuran
c. Pelayanan Kesehatan

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:
a.

e.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAIK KESATU

Memperoleh Jaminan Kesehatan bagi Feserta penduduk yang didaftarkan oleh

Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang beriaku;
Memperoleh informasi dari PIHAK KEDUA berkaitan dengan prosedur pelayanan

kesehatan yang diberikan kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah;

Menyampaikan pengaduan kepada PIHAK KEDUA;

Memberikan masukan dan saran guna peningkatan pelayanan yang diberikan PIHAK
KEDUA kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
Menerima identitas peserta sebagai bukti kepesertaan dari PIHAK KEDUA.

{(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

d.

Melakukan pencataan dan verifikasi data penduduk yang akan didaftarkan sebagai
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada PIHAK KEDUA
berdasarkan Dala Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan, dengan
menetapkan jumlah Peserla penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
termasuk data mutasi peserta yang benar dan akurzt sesuai format yang disediakan
oleh PIHAK KEDUA dengan mengacu pada NIK KTP-el yang dimiliki calon peserta
Melakukan pendafiaran, termasuk melaporkan data mutasi Peserta Penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan NIK KTP-el yang dirriliki setiap calon
peseria,
Melakukan updale data peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhir Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan
memberikan NIK KTP-el peserta.
Mengalokasikan anggaran iuran atas Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerintah Daerah uniuk satu periode Perjanjian Kerja Sama;
Mengatokasikan anggaran juran dan kuota peserta untuk pendaftaran bayi baru lahir
terhitung sejak bayi dilahirkari;
Mendaftarkan dan membayar iuran bayi baru !ahir terhitung sejak bayi dilahirkan;
Melakukan pembayaran iuran tepat waktu dan tepat jumlah keparla PIHAK KEDUA
sesua_i dgngan jumlah Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah;
Mendls_,trlbusman Identitas Peserta kepada Peserta penduduk yang didaftarkan oleh
Pemerirtah Daerah: '
tlll:ari::;:;; ;e;or:ii:::lsl; nda::mlj‘e:rstzaibe;sama deng_z:n PIHAK KEDUA‘sekurang-
dituangkan dal it . cengan Periode pemlbayaran irsy: dan

gkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran:

=
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(1) PIHAK KEDUA berhak untuk.

d

» PEPU/EBF yang menunggak yang akan

¥ sosiahsas) kepada pesert
Memberkan ana didaftarkan oleh Pemerntah Daerah

didafarkan sebaga peserta penduduk y
K abupaten Banyumas 1 (satu) bulan sebelum
Secara sendin-sendin atau bersama-sama
nformast tentang ketentuan can prosedur

an aleh Pemenntah Daerah,
penduduk yang cidaftarkan © |
Mentaatl semua ketentuan dan proseaur pelavanan kesehatan yang berlaku;

dralihkan
dongan PIHAK KEDUA membenkan
nelayanan kesehatar. wepada Peserta

PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

-

Menenma data peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemenntah Qaera:i 3;::2
telah di vahdasi dan venfixasi berdasarkan Data Kepepdudukan ‘,_'ang diman ai: =
oleh BPJS Kesehatan dari PIHAK KESATU sesual dengan format yang tela
::Z?:;:I:::Fpendaﬂaran. termasuk data mutas) Pecerta Penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerzh dengan NiK K71?-el yang dimiliki setiap calon peserta.
Melakukan penagihan dan menenma pambayaran iuran dan PII—MH’T_KE.S)'\TU secara
tepat waktu dan tepat jumlah sedagaimana ¢isepakati dalam Perjanjian |_nl;

Tidak memproses pendaftaran Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah
dengan NIK yang tidak sesuai dengan data kependudukan yang dimanfaatkan oleh
BPJS Kesehatan.

Tidak memberikan pelayanan Jaminan Kesehatan bagi Peserta penduduk yang
didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan dan prosedur
yang ditetapkan;

Mendapatkan kepastian dan PIHAK KESATU terkait ketersediaan anggaran iuran
atas Peseria penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah yang digunakan
untuk satu periode Perjanjian Kerja Sama;

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

d.

—t

Memberikan Jaminan Pelayanan Kesehatan bagi peserta penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang beriaku;

Secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dergan PIHAK KESATU memberikan
informasi tentang keteniuan dan prosedur pelayanan kesehatan kepada Peserta
penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintak Daerah:

Menerima dan menindaklanjuti pengaduan aan PIHAK KESATU;

Menerima masukan dan saran dari PIHAK KESATU guna peningkatan

penyelenggaraan Jaminan Kesehatan kepada Peserla penduduk yang didaftarkan
oleh Pemernintah Daerah:

Menerbitkan Identitas Peserta:

Mendistribusikan ldentitas Peserta yang sah kepada Peserta penduduk yang
didaftarkar. oleti Pemerintah Daerah

Melakukan rekonsiliasi data Peserta bersama dengan PIHAK KEDUA sekurang-
kgrangr}ya per tnwulan atau sesuai dengan periode pembayaran iuran dan
dituangkan dalam berita acara yang menjadi dasar pembayaran iuran:
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(7)

PASAL 6
KEPESERTAAN

} ' ' ' Daerah dalam Jaminan
Jumlah Peserta pendudux yang didaftarkan olen Pgme_rmtat‘ G .
Kesehatan Nasional berdasarkan pada hasil rekonsilias yang dituangkan pada berila
acara nomor 7346/BA/NVI-03/1219 adalan seiumlah 48 39 i

daftarkan oleh pPemerintah Kabupaten

Jumlah peserta maksimal dari penduduk yang di _ 1 X
Banyumgs pada tahun 2020 adalah sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) jiwa, belum

i i : ii telah terdafiar sebagai
termasuk bayi baru lahir pada tahun 2020 dari ibu kandung yang le ]
peserta pen}:juduk yang didaftarkan olen Pemerintah Kabupaten Banyumas yaitu

sebanyak 300 (tiga ratus) iwa.

Peserta Penduduk yang didsftark _
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nom i Y
kurangnya memuat data nama, nomor Kartu Keluarga (KK), nomor induk kependudukan

(NIK) KTP-el mengacu pada OData Kependudukan yang dimanfaatkan oleh BPJS
Kesehatan sesuai dengan format yang diberikan oleh PIHAK KEDUA,

Peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah wajib didaftarkan beserta
seluruh anggota keluarganya, dikecualikan bagi anggota keluarga yang telah terdaftar
sebagai peserta segmen lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Peserta Penduduk yang dicaftarkan oleh pPemerintah Daerah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) akan mendapatkan ldentitas peserta yang diterbitkan oleh PIHAK
KEDUA sesuai tahapan pencetakan Kartu Indonesia Sehat yang ditetapkan PIHAK

KEDUA.

Galam hal identitas peserta Sebagaimana .ayat (5) belum diterbitkan oleh PIHAK
KEDUA, maka peserta penduduk yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU dapat :

an oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ayat (1)
or ("i‘ﬂ’/’%‘fﬁ@ﬂang sekurang-

a. memperlihatkan KIS digital atau.

b. menggunakan KTP-el

untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang bekerjasama
dengan PIHAK KEDUA.
Mutasi Peserta dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Penambahan Peserta termasuk peserta menunggak yang dialihkan dari segmen
Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
b. Tan"uba_han anggota keluarga yang didaftarkan setelah ditandatanganinya
Perjanjian ini meliputi:
1 suamillsteri dari pernikahan yang sah dikarenakan suamifisteri terdahuiu
meninggal/bercerai;
2. bayi baru Iahi.r dari crangtua yang sebelumnya telah terdaftar sebagal
Peserta yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas;
3. anak angkat/anak tiri yang sah; ‘
c. pengurangan Peseria dan/atau Penggantian Peserta k
_ Q ka
P Py rena salah satu sebab
1. meninggal dunia, dengan melampi
: lampirkan keterangan meni i pej
vong batweneng g inggal dari pejabat
2. pindah .tempat tinggal ke luar wilayah Kabupaten Banyumas f.*.er;ii an
nfe‘ljamplrka'n surat keterangan pindah dari pejabat yang bemenang'l °
pin {_-;h IJems Kepesertaan, dengan malampirkan bukti registrasi péndaftaran
mernjadi peserta BPJS melalui penanggung baru;

penonaktifan penyesuaian kucta dari PIHAK KESATU hasil verifikasi dan

°%

Dipindai dengan CamScanner



validasi dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA.

(8) Perubahan Peserta Penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah karena adanya
mutasi diserahkan paling lambat tanggal 20 (dua puluh) setiap bulannya, dituangkan
dalam berita acara serah terima perubahan data peserta yang ditandatangani oleh
pejabat yang ditunjuk di atas meteral cukup dan kepesertaannya aktif tanggal 1 (satu)
pada bulan berikutnya;

(9) Dikecualikan untuk Bayi Baru Lahir, status aktif kepesertaan bayi baru lahir pada ayat 7
huruf b.2 kepesertaannya aktif sejak masuk kedalam masterfile PIHAK KEDUA yang
telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KEDUA;

(10)Bayi Baru Lahir yang saat didaftarkan belum memiliki NIK, dapat menggunakan
identitas berupa Kartu Sementara yang berlaku 3 (tiga) bulan;

(11) Pemutakhiran data NIK Bayi Baru Lahir mengacu kepada Data Kependudukan yang
dimanfaatkan oleh BPJS Kesehatan;

(12) PARA PIHAK wajib melaksanakan rekonsiliasi data yang dituangk_an dalam Berita f\carq
Rekonsiliasi Peserta dan ditandatangani PARA PIHAK atau ,qe;ab‘at yang ditunjuk di
atas materai cukup sebagai dasar tagihan iuran, yang lerdiri dari:

a. Rekonsiliasi data peserta yang dilaksanakan minimal setiap triwulap atau setiap
Egr_igie.pemha.yaum sebagaimana disepakat) dalam perjanjian int;

b. Rekonsiliasi data peserta pada bulan terakhir masa perjanjian kerja sama sebagai
dasar perhitungan kelebihan atau kekurangan pembayaran juran yang harus
dibayarkan PIHAK KESATU atas mutasi peserta sebelum berakhirnya perjanjian
kerja sama ini

(13) Jumlah peserta yang tertuang pada Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (12)
huruf b menjadi data awal jumlah peserta yang akan dituangkan pada perjanjian kerja
sama berikutnya.

(14) Proses administrasi kepesertaan mengacu kepada ketentuan program Jaminan
Kesehatan Nasional yang dikelola oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 7
PENGALIHAN DAN PENGAKTIFAN KEPESERTAAN

(1) Penduduk yang sebelumnya pernah mendaftarkan diri atau didaftarkan oleh Pemberi
Kerjanya/Pemerintah/Pemerintah Daerah sebagai Peserta Program JKN-KIS dapat

dialihkan kepesertaannya meryadi peserta Penduduk yang didaftarkan oleh PIHA
KESATU, dengan ketentuan: g

a. Penduduk yang sudah pernan terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai peserta
Penerima Bantuan luran (FBi) yang dibiayal cleh Anggaran Pendapatan Belanja
Negara (APBN) dengan status kepesertaan non aktif karena sudah tidak

ditanggung dapat dialihkan menjaci peserta Penduduk i
Pemerintah Daerah | P yang didaftarkan cleh

b. Pendqduk yang sudah pernah terdaftar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta
s;;(rt:r;g Pengnma; U{:ah dengan status kepesertaan nonaktif karena sudah tidak
ggung dapat dialinkan menjadi peseria Pend |
ool ik B J p { nduduk .yang didaftarkan oleh
C.

Penduduk yang sudah pernah terdaftar sebagai
or ! a sebagai Peserta Penduduk vyan
didufiarkan oleh Pemerintah Daerah namun dalam status non aktif karena sﬂdaﬁ

tidak ditanggung, dapat kembali diaktif
spemdacb Il W ifkan kepesertaannya berdasarkan

7
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telah terdaitar dalam Program JKN-KIS sebagai Peserta Pekerja
Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) dengan status
k juran dapat dialinkan kepesertaannya

d. Penduduk yang
Bukan Penerima
kepesertaan non aktif karena menungga _
menjadi peseita Penduduk yang didaftarkan oleh Pemer_lntah Daerah. o

e. Penduduk yang telah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Ngsmnal
sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Llpah (PQF’U) dan Bukan Pekerja (BP)
dengan stalus kepesertaan yang masih  aktif, d_apat dialinkan status
kepesertaannya menjadi Paserta Penduduk Yyang didaftarkan oleh PIHAK
KESATU dan setelah terlebih dahulu mengerahkan surat pemnyataan yang
ditandatangani vleh peserta tersebut sesuai format surat pernyataan yang
ditentukan oleh PIHAK KEDUA, _ _

(2) Peserta Pengalihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas didaftarkan dengan
Hak Kelas Perawztan Kelas Il dan tidak dapat Naik Kelas Perawatan. .
(3) Pengalihan sebagaimana dimaksud paca ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e sesual

ketentuan yang berlaku. _ .
(4) PIHAK KEDUA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial dapat mengalihkan status
kepesertaan Penduduk yang didaftarkan oleh Pernerintah Daerah yang masuk da,lam
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial menjadi Peserta Penerima Bantuan luran Jaminan
Kesehatan apabila berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data Penduduk yang

didaftarkan oleh Pemerintah Daerah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
yang telah ditetapkan sebagai Penerima Bantuan luran

(5) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan menjadi peserta penduduk
yang didaftarkan oleh Pemda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d. tidak dapat
kembali menjadi peserta FBPU dan BP sampai dengan paling singkat 12 (dua belas)
bulan setelah peralinan status kepesertaan sebagai peserna penduduk yang didaftarkan
oleh PIHAK KESATU.

(6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap Peserta yang
tidak lagi menjadi penduduk PYHAK KESATL berdasarkan data Direktorat Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

(7) Peserta PBPU dan BP menunggak iuran yang dialihkan men,adi peserta Penduduk
yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d.
setelah 12 bulan dapat mengajukan permohanan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi
peserta FBPU/BP dengan terlebih dahulu membayar tunggakan iuran dan denda
pelayanan atas tunggakan iurannya sebagai PBPU/BP (jika ada) serta bersedia
melakukan pertbayaran iuran secara autodebe!.

(8) Pesert; PBPU dan BP menunggak iuran yany dialihkan menjadi peserta penduduk
yang_didaﬁarkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) poin d.
apabila telah bekerja dan didaftarkan oleh Pemben Kerjanya sebagai Peseria Pekerja
Penerima Upah (PPU) dapat dialihkan cleh PIHAK KEDUA menjadi peserta segmen
Pekerja Peng-rima Upah sesu.i ketentuan administrasi kepesertaan BPJS Keasehatan
yang berlaku,

PASAL 8
PEMBAYARAN IURAN

(1) E:ﬁézgt;uhragagﬁer;gacu p;da iuran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh
rah yang diatur dalam Peraturan Presiden N
Ferubahan Peraturan Presiden N i o
. omor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan i
sebesar Rp 42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per jiwa ger bulan. esehatan yait

2) Aoabi . _—
(2) Dg:;trngz gt:?afan luran jaminan kesehatan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah
ik akan“gi?ase': bulan sebagaimana dwatur pada ayat (1) mengalami pémbahan
ukan addendum atas perubahan ayat (1) dan dengan adanyé

L —
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(3) Penganggaran iuran bagi penduduk yang didaﬁgrkan oleh Pemerintah Daerah

sebagaimana ayat (3) termasuk diantaranya untuk bayi baru lahir - o
; i duduk yan¢ didaftarkan ole
AK KESATU melakukan pembayaran iuran atas pen ¢

w E::—ril( KESATU selambat-lambatnya tanggal 10 setiap bulan kepada PIHAK KEDUA
ang dibayarkan di muka; | _

(5) ;!HiK KESATU melakukan pembayaran iuran untuk sefiap perlodg per_nba_yaran kepada
PIHI\:K KEDUA yang dibayarkan dimuka dengan ketentuan sebagai berikut:

i ali I 10 bulan Januari
‘ tahap kesatu dibayarkan paling Iamb_at 'pada tar;lgga _
° :?\iTr?qgg;%natau F;S hari setelah APBD dapat dicairkan untuk pembayaran iuran

bulan untuk pembayaran iuran bulan Januari sampai dengan bulan April Tahun. 2020;
b. Pembayaran tahap kedua diBayarkan paling lamkat pada tanggal 10 bulan Mei tahun
2020 untuk :
1.  Pembayaran iuran bulan Mei sampai dengan bulan Agustus tahun 2020; '
2. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Januari sampai dengan bulan April
Tahun 2020
c. Pembayaran tahap ketiga dibayarkan paling lambat pada tanggal 10 bulan
September tahun 2020 untuk :
1. Pembayaran iuran bulan September sampai dengan bulan Desember tahun
2020,
2. Pembayaran iuran peserta tambahan bulan Mei sampai dengan bulan Agustus
tahun 2020
. d. Pembayaran tahap keempat dibayarkan paling lambat pada tanggai 10 bulan

Desember tahun 2020 untuk pembayaran iuran peserta tambahan bulan September
sampai dengan bulan Desember tahun 2020

(6) Pembayaran luran oleh PIHAK KESATU dilakukan dengan menggunakan nornor Virtual
Account yang akan disampaikan secara tertulis ocleh PIHAK KEDUA beserta nama hank
penerima iuran.

(7) Apabila PIHAK KESATU tidak membayar iuran atau masih memiliki tunggakan iuran
pada masa perjanjian maupun setelah perjanjian berakhir, maka PIHAK KESATU wajib
melakukan pelunasan terhadap iuran yang tertunggak tersebut kepada PIHAK KEDUA.

(8) Biaya administrasi bank yang tmbul akibat adanya (ransfer (kliring) dibebankan kepada
PIHAK KESATU.

(9) Terhadap kelebihan pembayaran iuran oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA
maka; '

a. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui dalam jangka waktu
Perjanjian Kerja Sama ini, kelebihan pembayaran tersebut akan dikompensasikan
dengan |uran bulan/tahapan berikutnya;
. b. Apabila kelebihan pembayaran iuran tersebut diketahui setelah Perjanjian Kerja

Sama berakhir, kelebihan pembayaran tersebut akan dike -
KEDUA kepada PIHAK KESATU. mbalikan oleh PIHAK

PASAL 9
PELAYANAN KESEHATAN

(1) Pemberian manfaat di
kepesertaannya,
2) P | T
(2) K;rgﬂtzlirég:;tzzgﬁg{uga manifaat jaminan kesehatan yang akan diberikan oleh PIHAK
en : ; :
Uhiritas Soiis NG gan mantaal Jaminan Kesehatan Nasional dalam Sistem

berikan bagi peserta yang telah didaftarkan dan telah aktif

. (4]
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(3) Ruang lingkup pelayanan keschalan berupa Rawal Jalan Tingkat Pertama, Rawal inap
Tingkat Pertama, Rawal Jalan Tingkat Lanjutan, Fawal Inap Tingkil Lanjulan, |Jnlnynnm'|
maternal neonatal, pelayanan alal bantir kesehatan dan pelayanan kasohatan Ininnyi
yang mengacu kepada Peraluran Perundang-undancgan yang borlaku,

(4) Hak kelas perawatan rawal inap di Fasiiias Keschatan Tingkal Lanjutan adalah kalns 3
(tiga) dan tidak dapat naik kelas nerawaian. '

(5) PIHAK KESATU bertanggungjawab atas ketersediaan obat, alat kesehatan dan bahan
medis habis pakai, sarana dan prasarani di [n!;Illi:!!; kesehatan milik pm:‘mrlnlnh dalam
penyelenggaraan program Jaminan Kasehalan Nasional Kartu Indonesia Sehat 1

(6) Manfaat dan Prosedur pelayanan sesual dengan Peraluran Perundang-undangan yang

berlaku.

PASAL 10
JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waklu 1 (satu) lahun terhitung sejak langgal 1 Januari
2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 |

(2) PARA PIHAK sepakat untuk salina memberitahukan maksudnya untuk rnemperpanjang
Perjanjian ini dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya
Perjanjian atau calam waktu yang disepakati PARA PIHAK.

(3) Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka
waktu Perjanjian ini tidak ada pemberitahuan dari PIHAK KESATU untuk
memperpanjang waktu Perjanjian ini, maka Perjanjian ini berakhir dengan sendirinya
pada saat tanggai berakhirnya Perjanjian.

PASAL 11
ADDENDUM/AMANDEMEN

(1) Perjanjian ini tidak dapal diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu perjanjian
perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh PARA
PIHAK.

(2) Hal-hai yang belum diatur atau terjadinya perubahan (addendum) akan ditentukan
kemudian oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Perjanjian ini.

3) Perubahan (addendum) terha janjian ini at di

(3) i PiHA:( ‘ ) dap Perjanjian ini dapat dilakukan atas dasar persetujuan

PASAL 12
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *
suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan

PIHAK dan yang menyebabkan Pihak yang mengalaminya tida
atau terpaksa menunda pelaksanaan ke

tersebut meliputi bencana alam, ban)

Force Majeure”) ad'::liah
atau kekuasaan PARA

¢ k dapat melaksanakan
wajibannya dalam Perjanjian ini. Force Majeure

I, wabah, perang, pemberontakan. huru-hara,
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pemogokan umum, kebakaran den kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara

langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini

(2) Dalam hal terjadinya peristwa Force Maeure, maka Pihak yang terhalang untuk
melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena
Force Majeure wajib membentahukan adanya penstiwa Force Majeure tersebut kepada
Pihak yang lain secara tertulis paling lamtat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya
peristiwa Force Majeure, yanQ dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang
berwenang yang menerangkan adarya penstiwa Force Majeure tersebut. Pihak yang
lerkena [Force Majeure  wajb mengupayakan secara maksimal untuk tetap
melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah
peristiwa Force Majeuro berakhir.

(3) Apabila penstiwa Force Majeure tersabut berlang sung terus hingya melebihi atau diduga
oleh Pihak yang mengalami Force Majeure avan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh)
hari kalender, maka PARA PIMAK sepiakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu
Perjanjian ini.

(4) Semua kerugian dan biaya yang diderita olen salah salu Pinak sebagai akibat terjadinya

peristiwa [Force Majeure merupakan langoung jawab masing-masing Pihak.

PASAL 13
SANKSI

(1) Apabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan yang
telah ditetapkan dalam Perjanjian im yang mengakibatkan kerugian terhadap PIHAK
KESATU, maka PIHAK KESATU berhak:

a. Menegur PIHAK KEDUA secara lisar;

b. Apabila setelah teguran lican, PIHAK KEDUA tetap tidak melaksanakan
kewajibannya, maka PIHAK KESATU berhak memberikan peringatan secara tertulis
kepada PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing
peringatan adalah 10 (sepuluh) hari,

c. Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud
pada huruf 2 dan huruf b .ayat ini, maka PIHAK KESATU dapat menangguhkan
pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.

(2) Apabila PIHAK KESATU dalam melaksanakan kewajibannya tidak sesuai ketentuan

yang telah ditetapkan dalam Perjanjian ini yang mengakibatkan kerugian terhadap
PIHAK KEDUA, maka FIHAK KEDUA berhak.

a. Menegur PIHAK KESATU secara lisan;

b. Apabila setelah teguran lisan, PIHAIK KESATU tetap tidak melaksanakan
kewajibannya, maka PIHAK KEDUA berhak memberikan peringatan secara tertulis
kepada PIHAK KESATU sebanvak 2 (dua) kali dengan jangka waktu masing-masing
peringatan adalah 10 (sepuluh) hari,

c. Apabila PIHAK KESATU tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud

pada huruf a dan hurui b ayat ini, maka PIHAK KEDUA dapat menangguhkan
pelaksanaan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
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PASAL 14
PENGAKHIRAN

(1) Dalam hal perjanjian kerja sama berakhir dan/ atau peserta tidak ditanggung lagi oleh
PIHAK KESATU maka:
a. status Peserta yang didaftarkan oleh PIHAK KESATU menjadi tidak aktif;
b. PIHAK KESATU memberikan infurmasi kepada Peserta tersebut bahwa yang
bersangkutan sudah tidak ditangguny oleh PIHAK KESATU,
c PIHAK KESATU mendorong Peserta untuk mendaftarkan diri dan anggota
keluarganya sebagai Peserta pada segmen kepesertazn PBPU/ BP atau segrnen
kepesertaan lainnya.

(2) Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu Pihak sebelum Jangka Waktu Perjanjian,
berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

a. Persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian ini yang
berlaku efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran tersebut;

b. Salah satu Pihak melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam
Perjanjian ini (wanprestasi) dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk
memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 2 (dua) kali
dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 10
(sepuluh) hari kalender. Pengakhiran berlaku efektif secara seketika pada tanggal
surat pemberitahuan pengakhiran Perianjian ini dari Pihak yang dirugikan.

(3) Perjanjian ini akan berakhir dengan cendirinya pada saat tanggal berakhirnya
Perjanjian.

‘4) Berakhirnya Perjanjian ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang
belum diselesaikan atau masih tertunggak oleh salah satu Pihak terhadap Pihak
lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketertuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan
tetap berlaku sampai terselesaikannva kewajiban tersebut oleh Pihak yang waijib
rmelaksanakannya.

(5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Hukum
tUndang-Undang Perdata scjauh yang mensyaratkan diperiukannya sualu putusan
hakim/pengadilan terlebih dahulu untuk penbatalan/pengakhiran suatu perjanjian.

PASAL 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

(1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perhbedaan pendapat yang timbul sehubungan
dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan
mufakat oleh PARA PIHAK.

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil mencapai mufakat, maka PARA
PIHAK sepakat unluk menyerahkan penyelesaian perselisinan tersebut melalui
Pengadilan.

(3) Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, PARA PIHAK memilih kediaman hukum
atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Pergadilan Negeri Banyumas.

Dipindai dengan CamScanner




PASAL 16
PENGALIHAN

Hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasaikan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik

sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari
Pihak lainnya.

PASAL 17
KORESPODENSI

(1) Semua sural-menyurat atau pemberitahuan-pemberilahuan atau pernyataan-pernyataan
atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh saiah satu Pihak
kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis
dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada:

PIHAK KESATU : Pemerintah Kabupaten Banyumas
Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Jalan R A Wiryaatmaja No.4 Purwokerto

Telepon - (0281) 632971
Faksimili : (0281) 631502
Email - dkkbanyumas@yahco.co.id
PIHAK KEDUA : BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 925 Purwokerto
Telepon : (0281) 830217
Email . ke-purwokerto@bpjs-kesehatan.go.id

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh PARA PIHAK, satu
kepada yang lain, secara tertulis.

(z) Pemberitahuan yang diserahkan secara iangsung dianggap telah diterima pada hari
penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku
tanda terima pengiriman, sedangkan pengirimar, melalui telex atau faksimile dianggap
telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (answerback) pada
pengiriman telex dan konfirmasi taksimile paiia pengiriman faksimile.

PASAL 18
HUKUM YANG BERLAKU

Interpretasi dan pelaksanaan daii syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut
hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
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PASAL 19
PERNYATAAN DAN JAMINAN

(1) Masing-masing F.hak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini dilaksanakan secara profesional dengan penuh
tanggung jawat dan atas dasar “ubungan yang saling menguntungkan.

(2) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa wakil dari masing-
masing Pihak dalam Perjanjian ini, mempunyar kuasa dan wewenang penuh untuk
mengikatkan ciri baik uniuk menandatangani Parjanjian ini maupun terlibat langsung
dalam pelaksanaan Perjanjian ini

(3) Ma.ing-masing Pihak dengan ini renyatakan serta menjamin bahwa Pihaknya adalah
pihak yang sah memegang semua perizinan, cersetujuan yang diperiukan sehubungan
dengan pelaksanaan Perjarijian ini.

(4) Masing-masing Pihak dengan ini menyatakan serta menjamin bahwa penandatanganan
dan pelaksanazn Perjanjian ini tidak bertentangan atau melanggar atau berbenturan
dengan kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan serta kebijakan-
kebijakan pemerintah Indonesia atau pihak yang berwenang lainnya.

~

PASAL 20
. KERAHASIAAN INFORMAS!

Fara Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis dari ~IHAK iainnya untuk memberitahukan,
membuka atau memberikan informasi, keterangan atau hal yang sejenisnya yang
menyangkut isi atau yvang berhubungan dengan Perjanjian ini, selama berlakunya dan
sesudah berakhirnya Perjanjian ini, kepada PIHAK ketiga lainnya baik yang berupa badan
hukum, perorangan, kecuali :

a. Kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang
hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;

b. Informasi tersebut yang saat ini atau sewaktu-waktu di kemudian hari dapat menjadi
atau tersedia untuk masyarakat umum;

c. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya secara tertulis dan
resmi, berkaitan dengan proses pensgakan hukum atas suatu perkara yang terkait
dengan hal-hal yang diatur dalam Perjaxjian ini;

d. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut

harus disampaikan kepada PIHAK lzin yang disebut secara jelas dalam peraturan
‘ perundang-undangan tersebut.

PASAL 21
TANGGUNG JAWARB

(1) PIHAK KESATLII bgrtanggung Jawab untuk menjamin keakuratan dan validitas daftar
peserta yang diberikan kepada PIHAK KEDUA. Sehingga PIHAK KEDUA dilepas"kan

dari segala ta?ggung jawab dan tuntutan apzbila terjadi ketidakbenaran atas daftar
peserta yang diberikan oleh PIHAK KESATU ters=but.
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2} PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas pendistribusian Identitas peserta untuk sampai
xe tangan Peserta yang sah. agar peserta mendapatkan pelayanan kesehatan sesual
katentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Tanggung [awab dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagai penyelenggara Jaminan

Kesehatan hanya terbatas pada tangaoung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK

KEDUA sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Perjanjian ini dan

ketentuanketentuan lainnya yang berkaitan dengannya maupun  perubahan-

perubahannya., panambah-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau
pembaharuan-pempaharuannya yang dibuai secara tertulis dan ditandatangani oleh

PARA PIHAK.

(4) PIHAK KESATU menyetujui bahwa iuran yang dibayarkan kepada PIHAK KEDUA
merupakan pemberian sejumlah dara atdas hama Peserta penduduk yang didaftarkan
oleh Pemerintah Daerah dan tidak Japat dikembalikan kepada PIHAK KE$ATU
sekalirun neserta belum mendapatkar martaat pelayanan kesehatan serta mran.
tersebut sudah diikhlaskan untuk menolong pecerta lain yang membutunkan sebagai
bentuk gotong royong.

(3) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk mengelola dana
amanat beserta hasil pengembzngannya agar digunakan sebesar-besamya untuk
pembayaran manfaat kepada Pesers secuai Peraturan Perundang-Undangan.

(6) Atas kuasa pengelolaan dana amanat sebagaimana tercantum pada ayat (3), PIHAK
KEDUA berhak untuk mendapatkan dana operasional penyzlenggaraan program
Jaminan Kesehatan Nasionai dar sebagian iuran peseria yang besarnya sesuai dengan
Peraturan Perundang-Undangan

(7) PIHAK KESATU memberikan kuasa kepada PIHAK KEDUA untuk menggunakan
\nformasi medis peserta baik dari rekam medis maupun dokumen pendukung lainnya
jika diperiukan.

(8) PIHAK KEDUA menerima kuasa pengelolaan jaminan kesehatan peserta

PASAL 22

LAIN-LAIN
-

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak
berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang kberlaku,
maka PARA PIHAK dengan ini setuju dan menyatakan bzhwa keabsahan, dapat berlakunya

dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh
oiehnya.
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pemikianiah, Perjanjian ini dibuat daiam rangkap 2 (dua), asli, masing-masing sama
punyinya, di atas kertas bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama

setelah ditanda-tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU

5 A .
x :s“-a.,_,a' &/

L™ X~ S
N:I_{L\ \\ 5
s

——

Saksi-saksi :
’ 1. HENY SULISTIOWATI, SKM, MPH

2. DITA UTAMININGSIH, S.Farm.Apt

PIHAK KEDUA
Y

-----
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